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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

NOMOR   19   TAHUN  2017 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah diwajibkan mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu 
yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 
untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan 

plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah 
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 
58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
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Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor  4614);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar 

Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

81); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang  
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
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Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang  

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 825); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 5); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 
 

 
 
 

Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun Anggaran 2018 sebagai  berikut : 

1. Pendapatan Daerah  Rp.    1.178.423.953.876,00 

2. Belanja Daerah  Rp.    1.313.640.165.076,00 

Defisit  (Rp.       135.216.211.200,00) 

3. Pembiayaan  

a. Penerimaan  Rp.       135.216.211.200,00 

b. Pengeluaran   Rp.                                0,00 

   Pembiayaan Netto Rp.       135.216.211.200,00 

Sisa Lebih Pembiayaan  
Anggaran Tahun Berkenaan   Rp.                               0,00 

      

     Pasal  2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah  Rp.       127.879.787.876,00 

b. Dana Perimbangan  sejumlah  Rp.             851.817.843.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
 sejumlah Rp.       198.726.323.000,00 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp.           9.630.273.000,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah  Rp.           9.465.373.500,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  

 dipisahkan sejumlah Rp.           7.004.500.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang   

 sah sejumlah  Rp.       101.779.641.376,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil sejumlah  Rp.       152.690.705.000,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah  Rp.       532.162.390.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah  Rp.       166.964.748.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri-dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah Rp.           1.000.000.000,00 

b. Dana Darurat sejumlah  Rp.                                0,00 

c.  Dana bagi hasil pajak provinsi sejumlah Rp.          50.402.350.000,00 

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp.        147.323.973.000,00 

e.   Bantuan Keuangan dari Provinsi atau  

  Pemerintah Daerah Lainnya  Rp.                                0,00 

 
 

   Pasal  3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.       736.256.852.363,00 

b. Belanja Langsung Rp.       577.383.312.713,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.       501.098.661.863,00 

b. Belanja bunga sejumlah Rp.                               0,00 

c. Belanja subsidi sejumlah Rp.           4.428.000.000,00 

d. Belanja hibah sejumlah Rp.         26.500.000.000,00 

e. Belanja bantuan sosial sejumlah  Rp.         19.850.512.500,00 

f. Belanja bagi hasil sejumlah  Rp.           1.910.000.000,00 

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah      Rp.       180.469.678.000,00 

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah  Rp.           2.000.000.000,00 

 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari 
jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah  Rp          43.783.731.103,00 

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.       283.401.143.339,00 

c. Belanja modal sejumlah  Rp.       250.198.438.271,00 
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Pasal  4  

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah   Rp.       135.216.211.200,00  

b. Pengeluaran sejumlah   Rp.                                0,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.       127.206.211.200,00 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.      8.000.000.000,00 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang    
 dipisahkan sejumlah Rp.                                0,00    

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah  Rp.                                0,00    

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  

 sejumlah Rp.                                0,00 

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah  Rp.                10.000.000,00 

g. Penerimaan hasil investasi non permanen Rp.                                0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah  Rp.                                0,00 

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah  
Daerah sejumlah  Rp.                                0,00 

c. Pembayaran pokok utang  sejumlah Rp.                                0,00  

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.                                0,00 
 

 
 

Pasal  5 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam : 

1. Lampiran   I Ringkasan APBD; 

2. Lampiran  II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi SKPD; 

3. Lampiran  III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran  IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran  V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran  VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran  VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran  VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi Daerah);  

9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah; 
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10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya 

11.Lampiran XI Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
ini;  

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal  6 

 
(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau 
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : 

a.  bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c.  berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

d.  memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan/atau 

e. merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengakomodir program 
yang sudah ditentukan pemerintah pusat. 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak. 

(4) Kriteria belanja keperluan mendesak sebagaimana pada ayat (3) mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 
 

(5) Selain keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap 
ketentuan lain yang diatur kemudian oleh Pemerintah dapat dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 7 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 




